
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas tanah 

pertama dan kedua adalah sah, menurut ketentuan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dan Hukum Agraria. Perjanjian tersebut memenuhi 

ketentuan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang 

Syarat Sah Perjanjian. Selanjutnya, Pasal 37 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatakan bahwa 

peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika 

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. 

Artinya, pelaksanaan perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuan 

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Adapun prosedur pelaksanaan perjanjian pengikatan 

jual beli hak atas tanah berdasarkan akta notaris adalah: Pertama, 

menyerahkan identitas asli dan surat/akta lainnya. Kedua, notaris akan 

meminta para pihak untuk menceritakan persoalan terkait jual beli tanah 

tersebut. Terakhir, akta perjanjian pengikatan jual beli bisa dibuat di 

hadapan para pihak dan sekurangnya 2 saksi.  

2. Akibat hukum dari Penyesesaian wanprestasi dalam perjanjian 

pengikatan jual beli pertama dan kedua adalah pembatalan perjanjian. 

Dimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam PPJB tersebut sudah 

tertera dalam akta dimana para pihak memilik untuk musyawarah 

mufakat yang berakhir sepakat membatalkan perjanjian. Sehingga 



 

 

dibuatlah akta pembatalan dengan akibat segala sesuatu kembali pada 

keadaan semula, seolah-olah perjanjian tidak pernah ada dan 

mengembalikan segala sesuatu yang telah diterima oleh para pihak 

kembali seutuhnya. 

B. Saran 

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah, 

sebaiknya dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini 

Notaris/PPAT karena akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di 

hadapan notaris akan memberikan keamanan, kepastian hukum dan 

perlindungan hukum bagi para pihak. 

2. Untuk para pihak jika ingin melaksanakan perjanjian pengikatan jual beli 

hak atas tanah, sebaiknya harus tegas dan harus sangat memahami 

kondisi objek yang akan di perjualbelikan karena tidak sedikit 

permasalahan mengenai tanah tersebut yang tidak dapat diselesaikan 

sehingga menyebabkan wanprestasi. 

 


